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Kharismawati, B111 13 348, Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencurian 
Dengan Kekerasan (Studi Kasus Putusan Nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks), 
dibimbing oleh Muhadar sebagi pembimbing I, dan Nur Azisa sebagai pembimbig II.. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: penerapan pidana materil terhadap tindak 
pidana pencurian dengan kekerasan serta pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan sanksi pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan. 
 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bersifat yuridis. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik 
pengumpulan data dengan melakukan Penelitian Lapangan dan melakukan 
Penelitian Kepustakaan. Data yang diperoleh penulis kemudian dianalisis secara 
kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif oleh penulis.. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan hukum pidana materil terhadap 
kasus pencurian dengan kekerasan, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini 
yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah sesuai dan memenuhi 
unsur-unsurnya dan berdasarkan pada proses pemeriksaan alat bukti sah yang 
membuktikan kebenaran fakta peristiwa dan fakta yuridis yang terungkap di dalam 
persidangan. Dan mengenai pertanggungjawaban pidananya, terdakwa dianggap 
sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental dan sudah dewasa 
sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta 
berdasarkan fakta hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf 
dan pembenar sebagai alasan penghapus. (2) Penerapan hukum hakim dalam 
menjatuhkan harus mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan 
dalam persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang 
merumuskan sebagai berikut: “ hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 
keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah 
yang bersalah melakukannya”. Pertimbangan hukum hakim telah sesuai dengan 
ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan demikian dapat mengungkap fakta-
fakta hukum yang telah terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan bahwa 
telah terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu sewajarnya 
apabila terdakwa dijatuhi pidana. Sebelum majelis hakim menentukan lamanya 
pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu 
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A. Latar Belakang Masalah 
 Negara Republik Indonesia adalah negara hukum, hal ini sesuai 
dengan hasil amandemen ke IV Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) 
dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa “Negara Republik 
Indonesia adalah Negara Hukum”. Ketentuan ini merupakan hal mutlak 
untuk dilaksanakan karena diatur dalam UUD 1945 yang merupakan 
sumber hukum tertinggi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004 tentang Sumber Tertib Hukum, karena hal tersebut merupakan hal 
mutlak untuk ditaati dan dilaksanakan, maka apabila terjadi pelanggaran 
atau tidak ditaatinya hukum maka kepada yang melanggar akan 
dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku tanpa pandang buluh siapa pun pelakunya. 
Idealnya dalam suatu negara yang berdasarkan atas hukum 
(rechtstaat) hukum menjadi panglima artinya apa yang diatur dalam 
hukum harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya, namun di Indonesia hal 
tersebut masih jauh dari yang diharapkan bahkan hukum terkadang 
dijadikan sebagai alat oleh sebagai orang (penguasa) untuk melindungi 
kepentingannya serta menjustifikasi suatu tindakan yang secara jelas-jelas 
bertentangan dengan ketentuan hukum berlaku sehingga jangan heran 




Indonesia sebagai negara hukum memiliki beberapa macam hukum 
untuk mengatur tindakan warga negaranya, antara lain adalah hukum 
pidana dan hukum acara pidana. Kedua hukum ini memiliki hubungan 
yang sangat erat, karena pada hakekatnya hukum acara pidana termasuk 
dalam pengertian hukum pidana. Hanya saja hukum acara pidana atau 
yang juga dikenal dengan sebutan hukum pidana formal lebih tertuju pada 
ketentuan yang mengatur bagaimana negara melalui alat-alatnya 
melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana. 
Sedangkan hukum pidana (materiil) lebih tertuju pada peraturan hukum 
yang menunjukan perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana 
dan pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana 
tersebut. 
Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah 
masalah pidana dan pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu 
penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi mereka yang dianggap bersalah 
merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun demikian sanksi 
pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita. 
Didalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa hakim tidak boleh 
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali berdasarkan dua alat bukti 
yang sah dan keyakinan bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa. Dalam tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang . 
Misalnya pada kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, hakim 




terhadap tedakwa tanpa mempertimbangkan barang bukti serta 
keterangan saksi yang berada di TKP (Tempat Kejadian Perkara) saat 
terjadi tindak pidana. Tiap undang-undang sebagi bagian dari hukum 
positif, bersifat statis dan tidak dapat mengikuti perkembangan 
kemasyarakatan yang menimbulkan ruang kosong. Maka para hakimlah 
yang bertugas untuk mengisi “ruang kosong” itu dengan jalan 
mempergunakan penafsiran, dengan syarat bahwa dalam 
menjalankannya mereka tidak boleh memperkosa maksud dan jiwa 
undang-undang, dengan perkataan lain mereka tidak boleh sewenang-
wenang. 
Perjalanan panjang para pencari keadilan dalam perkara pidana 
dimulai dengan terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu 
tindak pidana. Untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi 
merupakan suatu tindak pidana atau bukan, diadakan suatu penyelidikan. 
Menurut UU No. 8 Tahun 1981 Pasal 1 angka 6 menyebutkan 
Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna 
menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang 
diatur dalam undang-undang ini. Jika ternyata peristiwa tersebut 
merupakan suatu tindak pidana maka selanjutnya diadakanlah penyidikan 
terhadap tindak pidana tersebut. Berhasilnya suatu penyidikan atau baik 
tidaknya suatu penyidikan akan menentukan berhasil tidaknya 




kepihak kejaksaan dan selanjutnya apabila pihak kejaksaan menilai 
bahwa berkas hasil penyidikan ini telah lengkap, maka berkas perkara. 
Adapun pengertian dari penyidikan adalah serangkain tindakan penyidik 
dalam hal dan cara yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
untuk mecari dan mengumpulkan barang bukti yang dengan bukti ini 
membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan 
tersangkanya.1 
Hakim dalam suatu sidang pengadilan akan memeriksa dan 
mengadili perkara tersebut dan akan mengakhirinya dengan penjatuhan 
putusan oleh hakim. Putusan hakim ditentukan melalui musyawarah 
majelis hakim. Musyawarah majelis ini sedapat mungkin merupakan 
pemufakatan yang bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-
sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu2: 
a. Putusan di ambil dengan suara terbanyak; dan 
b. Jika yang tersebut a tidak diperoleh, maka yang dipakai adalah 
pendapat hakim yang paling menguntungkan terdakwa. 
Di jelaskan dalam Pasal 365 KUHP bahwa ada persamaan antara 
delik pencurian dengan kekerasan ini dengan pembunuhan yang 
didahului, disertai atau diikuti oleh suatu delik. Namun ada perbedaan 
yang nyata, yaitu pertama, dalam Pasal 365 KUHP kejahatan yang 
                                                          
1Pontang Moerab B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam 
Perkara Pidana, Bandung: Penerbit PT. Alumni, 2005, Hlm. 86. 




bertujuan untuk mencuri.Delik pencurian di atur di dalam Pasal 362 
sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang 
paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, yang disebut 
sebagai delik netral, karena terjadi dan diatur oleh semua Negara. 
Yang kedua, dalam pasal hal Pasal 365 KUHP ini matinya orang 
hanya salah satu akibat yang mungkin timbul. Akibat lain ialah orang luka 
berat, bahkan mungkin saja tidak ada akibat (ayat(1)) misalnya perampok 
yang menodong orang untuk mengambil uangnya3. Masa kini pencurian 
dengan kekerasan semakin marak terjadi dikalangan masyarakat, 
khususnya sering terjadi di daerah-daerah sunyi yang rawan akan tindak 
pidana yang korbannya adalah orang-orang yang lemah serta lengah 
untuk menjaga keselamatan mereka dan kurangnya aparat kepolisian 
yang berjaga di jalan-jalan kota yang rawan terjadi tindak pidana 
pencurian serta rusaknya akhlak serta moral masyarakat yang 
mengakibatkan banyak orang yang melakukan tindak pidana atau 
perbuatan melawan hukum. 
Jenis kejahatan pencurian dengan kekerasan merupakan salah 
satu kejahatan yang paling sering terjadi dimsyarakat, dimana hampir 
terjadi disetiap daerah-daerah yang ada di Indonesia seperti halnya dikota 
Makassar, oleh karena itu , menjadi sangat logis apabila jenis pencurian 
dengan kekerasan menempati urutan teratas diantara jenis kejahatan 
                                                          
3Andi Hamsah, Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP,Jakarta: Sinar 




lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terasangka dalam kejahatan 
pencurian yang diadukan ke pengadilan.Sehingga perlu ditekan 
sedemikian rupa agar dapat menurungkan angka statistic yang senantiasa 
mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Pencurian dengan kekerasan ini tidak mesti kekerasan itu menjadi 
delik tersendiri walaupun kadang-kadang demikian. Ketentuan dalam 
Pasal 365 KUHP tidak berarti gabungan antara pencurian dengan delik 
kekerasan yang lain meskipun dilakukan dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan yang merupakan keadaan yang berkualifikasi. 
Maksudanya suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian (Biasa) 
menjadi pencurian dengan kekerasan (sehari-hari disebut perampokan). 
Berdasarkan penjelasan serta pemikiran tersebut di atas, maka penulis 
merasa tertarik untuk melakukan penelitian serta Analisis Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Pengadilan 
Negeri Makassar Kelas 1A. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan 
diatas maka rumusan masalah penelitian yang penulis dapat 
dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah penerapan hukum materil terhadap tindak 




2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam 
penjatuhan hukuman dalam putusan nomor 
946/Pid.B/2016/PN.Mks?  
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pokok permasalahan diatas, adapun tujuan 
yang melandasi penelitian yaitu : 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan hukum pidana 
terhadap tindak pidana dengan kekerasan pada ptusan 
perkara nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks. 
b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah 
pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
perkara nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks. 
2. Kegunaan Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian adalah : 
1. Kegunaan ilmiah : 
a. Memberikan sumbangan pemikiran berupa khasanah 
keilmuan dalam bidang hukum. Khususnya hukum 
pidana. 
b. Memebrikan tambahan referensi hukum yang dapat 
digunakan sebagai acuan bagi penelitian dalam bidang 
yang relevan dengan penelitian ini di masa akan dating 




c. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum 
pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil 
program kekhususan praktisi pada khususnya 
2. Kegunaan praktis 
Memberika masukan kepada instansi-instansi terkait, 
khususnya pengadilan mengenai ketentuan-ketentuan 
hukum pidana yang mengatur mengenai tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan sehingga dapat diterapkan 




















A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda Strafbaarfeit 
dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 
dipergunakan dengan delik, sedangkan pembuat undang-undang 
merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah 
peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. 
Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu 
pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk 
dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa 
hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak 
dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum 
pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat 
ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan 
dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan 
masyarakat. 
Istilah Strafbaarfeit adalah peristiwa yang dapat dipidana 
atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam 
bahasa asing disebut delict yang artinya suatu perbuatan yang 
pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). 





a. Tindak pidana material (materiel delict). 
Tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan 
hukum pidana (strafbepaling) dalam hal ini dirumuskan sebagai 
perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa 
merumuskan wujud dari perbuatan itu.Inilah yang disebut tindak 
pidana material (materiel delict). 
Contonya : pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP yang dirumuskan 
sebagai perbuatan yang mengakibatkan matinya orang lain, tanpa 
disebutkan wujud dari perbuatan itu. 
b. Tindak pidana formal (formeel delict). 
Apabila perbuatan tindak pidana yang dimaksudkan 
dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat 
yang disebabkan oleh perbuatan itu, inilah yang disebut tindak 
pidana formal (formeel delict). 
Contohnya: pencurian yang ada dalam Pasal 362 KUHP, yang 
dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud ”mengambil barang” 
tanpa disebutkan akibat tertentu dari pengambilan barang itu. 
Adapun beberapa pengertian tindak pidana dalam arti 
(strafbaarfeit) menurut pendapat ahli4 :  
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a) Andi Hamzah dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana 
memebrikan definisi mengenai delik, yakni : 
Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang 
dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang 
(pidana). 
b) Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip 
dari buku karya Lamintang, sebagai : 
Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman 
terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya 
tertib hukum. 
c) Adapun Simons masih dalam buku yang sma merumuskan 
Strafbaarfeit adalah : 
Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 
dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung 
jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang 
telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat 
dihukum. 
d) H.J Van Schravendiik mengartikan delik sebagai perbuatan 
yang boleh dihukum. 




Tindak pidana adalah seagai suatu tindakan pada, tempat, 
waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) 
dan diancam dengan pidana oleh undang bersifat melawan 
hukum, serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang 
(yang bertanggung jawab).Penggunaan terhadap istilah 
“tindak pidana” ini dikomentari oleh Moeljatno sebagai 
berikut : 
Meskipun kata tindak lebih pendek dari kata “perbuatan” tapi 
“tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti 
perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit 
sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan 
bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak gerik, 
sikap jasmani seseorang, lebih dikenal dalam tindak tanduk, 
tindakan dan bertindak dan belakangan di pakai “ditindak” 
oleh karena itu tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, 
maka perundang-undangan yang menggunakan istilah 
tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri maupun 
dalam penjelasannya hamper selalu di pakai kata 
“perbuatan”. 
f) Andi Zainal Abidin mengemukakan pada hakikatnya istilah 
yang paling tepat adalah “delik” yang berasal dari bahasa 




1. Bersifat universal semua orang di dunia ini 
menggenalnya; 
2. Bersifat ekonomis karena singkat; 
3. Tidak menimbulkan kejanggalan seperti “peristiwa 
pidana”,”perbuatan pidana” (bukan peristiwa 
perbuatan yang dipidana, tetapi perbuatannya); dan 
4. Luas pengertiannya sehingga meliputi juga delik-delik 
yang diwujudkan oleh korporasi orang tidak kenal 
menurut hukum pidana ekonomi Indonesia. 
Tindak pidana juga diartikan sebagai suatu dasar yang 
pokok dalam menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan 
perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas 
perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai 
dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai 
perbuatan pidananya sendiri, yaitu berdasarkan asas legalitas asas 
yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan 
diancam dengan pidana jika tidak ditentukan lebih dahulu dalam 
perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin 
sebagai nullum delictum nulla poena sine praevia lege(tidak ada 
delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu). 
Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu 
kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan 




keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus 
berupa kesengajaan atau kealpaan.5 
Di dalam kamus besar bahasa Indonesia, arti delik diberi 
batasan sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena 
merupakan pelanggaran terhadap undang-undang ; tindak pidana. 
E. Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau 
adalah peristiwa dari sudut hukum pidana. Adapun Mr. 
Tirtaamidjaja menggunakan istilah “pelanggaran pidana” untuk kata 
“delik”.6 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana 
D.Simons memberi definisi perbuatan sebagai setiap gerakan 
otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu 
akibat. Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti 
hukum pidana, tergantung pada ada apa tidaknya syarat 
“dikehendaki” yang merupakan unsur kesalahan. Perbuatan dan 
kesalahan disini merupakan suatu kesatuan karena memang sejak 
semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); bukannya 
ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak 
ada kesalahan. Tetapi dibedakan, malahan perbedaan perlu 
dilakukan untuk pembahasan yang lebih cermat; sehingga 
sistematika pembahasan ini juga menyediakan tempat-tempat 
tersendiri bagi perbuatan dan kesalahan. 
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J.M Van Bemmelen yang menulis bahwa pembuat undang-
undang misalnya membuat perbedaan antara kejahatan yang 
dilakukan dengan sengaja dank arena kealpaan.Bagian yang 
berkaitan dengan sipelaku itu dinamakan “bagian subjektif”. Bagian 
yang bersangkutan dengan tingkah laku itu sendiri dan dengan 
keadaan di dunia luas pada waktu pebuatan dilakukan, dinamakan 
“bagian objektif”. 
Demikian juga bambang purnomo yang menulis bahwa : 
1. Bagian yang objektif yang menunjukkan bahwa 
delik/strafbaarfeit terdiri dari suatu perbuatan dan akibat 
yang bertentangan dengan hukum positif sebagai perbuatan 
yang melawan hukum (onrechtmatig) yang menyebabkan 
diancam dengan pidana oleh peraturan hukum, dan 
2. Bagian yang subjektif yang merupakan anasir kesalahan 
daripada delik/strafbaarfeit. 
Dengan perkataan lain dapat diartikan bahwa elemen 
delik/strafbaarfeit itu terdiri dari elemen objektif yang berupa adanya 
suatu kelakuan bertentangan dengan hukum dan elemen subjektif 
yang berupa adanya seorang pembuat/dader yang mampu 
bertanggung jawab atau dapat dipersalahkan kelakuan yang 




D.Hazewinkel-Suringa, sebagai mana yang dikutip olrh 
Bambang Poernomo, mengemukakan unsur-unsur tindak pidana 
yang lebih terincih, yaitu : 
1. Tiap delik berkenaan dengan tingkah laku manusia , berupa 
berbuat atau tidak berbuat. Hukum pidana kita adalah hukum 
pidana perbuatan. Tidak seorang pun dapat dipidana hanya 
atas apa yang dipikirkannya. 
2. Beberapa delik mengharuskan adanya akibat tertentu. Ini 
terdapat pada delik material. 
3. Pada banyak delik dirumuskan keadaan psikis, seperti 
maksud sengaja, dan kealpaan. 
4. Sejumlah bsar delik mengharuskan adanya keadaan objektif, 
misalnya pengahsutan (Pasal 160) dan pengemisan (Pasal 
504 ayat 1) hanya dapat dipidana jika dilakukan di depan 
umum. 
5. Beberapa delik meliputi apa yang dinamakan syarat 
tambahan untuk dapat dipidana. 
6. Juga dapat dipandang sebagai suatu kelompok unsur tertulis 
yang khususnya yakni apa yang dirumuskan sebagai 
melawan hukkum, tanpa wewenang, dengan melampaui 
wewenang. 
7. Umumnya waktu dan tempat tidak merupakan unsur tertulis. 




mencantumkannya dalam rumusan delik, misal dalam Pasal 
122: dalam waktu perang. 
H.B Vos mengemukakan bahwa dalam suatu tindak pidana 
dimungkinkan ada beberapa unsur (elemen), yaitu: 
1. elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat 
atau tidak berbuat. 
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delict 
selesai. 
3. Elemen subektif yaitu kesalahan, yang diwujudkan dengan 
kata-kata sengaja atau alpa. 
4. Elemen melawan hukum. 
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan 
undang-undang, dan dibedakan menjadi segi objektif 
misalnya di dalam Pasal 160 diperluka elemen dimuka 
umum dan segi subjektif misalnya Pasal 340 diperlukan 
unsur direncanakan lebih dahulu.7 
Menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana 
tersebut mempunyai 5 (lima) unsur yaitu : 
1. Subjek; 
2. Kesalahan; 
3. Bersifat melawan hukum; 
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4. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-
undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan 
pidana; dan 
5. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya). 
  Menurut Pendapat yang dikutip dari buku Amir Ilyas, tindak 
pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur 
sebagai berikut8 : 
1. Perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang 
(mencocoki rumusan delik); 
2. Memiliki sifat melawan hukum; dan 
3. Tidak ada alasan pembenar. 
Menurut  Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur-unsur 
objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat 
diluar manusia yaitu berupa : 
a. Suatu tindakan, 
b. Suatu akibat, dan  
c. Keadaan. 
Kesemua itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Unsur subjektif adalah unsur –unsur dari 
perbuatan yag dapat berupa 9: 
a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan, 
b. Kesalahan. 
                                                          
8 Amir Ilyas, Op.Cit., Hlm. 26. 




3. Jenis – jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni 
sebagai berikut : 
a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang 
dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam 
buku III. 
Secara kuantitatif pembuat undang-undang membedakan 
delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut: 
1) Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-
perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. 
Jikaseorang Indonesia yang melakukan delik diluar 
negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di 
Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut. 
2) Percobaan dan membantu melakukan delik 
pelanggaran tindak pidana. 
3) Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di 
bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan 
atau pelanggaran. 
b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak 
pidana formil dan materil.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti 




perbuatan tertentu. Tindak pidana materil inti larangannya 
adalah menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang 
dipertanggungjawabkan dan dipidana. 
c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak 
pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan 
sengaja (culpa). 
d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara 
tndak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana 
komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak 
pidana omisi. 
e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat 
dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak 
pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung 
lama/berlangsung terus. 
f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak 
pidana umum dan tindak pidana khusus. 
Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dimuat 
dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku 
II dan Buku III).Sementara tindak pidana khusus adalah 
semua tindak pidana yang terdpat diluar kodifikasi KUHP. 
g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak 




semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang 
hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). 
h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal 
penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan 
tindak pidana aduan. 
i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, 
maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk 
pokoknya tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana 
yang diperingan. 
j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka 
tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung 
pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
k) Dari sudut pandang berapa kali perbuatan untuk menjadi 
suatu larangan, dibedakan anatar tindak pidana tunggal dan 
tindak pidana berangkai.  
Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang 
dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang 
selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku 
cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar 
tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana 
tunggal. Sementara itu yang dimaksud tindak pidana 




sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai 
dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara 
berulang.10 
Dalam kepustakaan hukum pidana, umumnya para ahli 
hukum pidana telah mengadakan pembedaan antara berbagai 
macam jenis tindak pidana (delik). Beberapa di antara pembedaan 
yang terpenting, yaitu : 
1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran 
2. Kejahatan dan kejahatan ringan, salah satu contoh 
kejahatan ringan yaitu : pencurian ringan pada Pasal 364 
KUHP, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada ruangannya, jika harga 
barang yang dicuri tidak lebih dari RPp.250,00, diancam 
karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama 
3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.250,00.11 
Menurut Hazewinkel-Suringa bahwa ada beberapa macam 
jenis delic atau tindak pidana salah satunya adalah 
krenkingsdelicten dan gevaarsettingsdelicten. 
Krenkingsdelicten ialah delik yang mengandung perbuatan yang 
telah menyerang dan merugikan kepentingan orang lain, seperti 
pembunuhan (Pasal 338 KUHP), pencurian (Pasal 362 KUHP), 
perusakan (Pasal 406 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP). Kalau  
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delikkrengking (penyerangan) yang menimbulkan kerugian pada 
orang lain, maka delik dapat menimbulkan bahaya 
(gevaarsettingsdelicten)adalah delik yang terjadi pada waktu 
kepentingan yang harus dilindungi terancam.12 
Concrete gevaarsettingsdelicten ialah delik yang oleh 
pembuat undang-undang mengancam pidana kepada pembuat 
suatu perbuatan jikalau ia melanggar perbuatan yang secara 
kongkrit menimbulkan bahaya didalam pasal-pasal undang-undang 
pidana. 
Absracte gevaarsettingsdelicten adalah kebalikan 
gevaarsettingsdelicten. Dalam hal ini pembuat undang-undang 
hanya melukiskan perbuatan oleh karena menurut pengalaman 
manusia perbuatan demikian dapat dengan mudah menyerang 
kepentingan hukum orang lain tanpa menguraikan lebih lanjut 
kepentingan apa yang dapat dibahayakan. Dalam menghadapi 
delik yang secara abstrak dapat menimbulkan bahaya, maka 
penuntut umum cukup melukiskan perbuatan apa saja yang 
dilarang oleh undang-undang dan tidak perlu ia membuktikan 
akibat perbuatan itu secara kongkrit.13 
B. PertanggungJawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada 
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pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.14 
Menurut Pompe kemampuan bertanggungjawab pidana harus 
mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Kemampuan berfikir (psychisch) pembuat (dader) yang 
memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia 
menentukan perbuatannya. 
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya. 
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan 
pendapatnya. 
Van Hamel berpendapat, bahwa kemampuan orang 
bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psychis dan 
kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan: 
1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri. 
2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak 
diperbolehkan oleh masyarakat dan 
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya. 
Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A Van 
Hamel adalah sebagai berikut15: 
1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau 
menginsyafi nilai dari perbuatannya; 
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2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tatacara 
kemasyarakatan adalah dilarang;dan 
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap 
perbuatannya. 
Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana : 
1. Mampu bertanggungjawab 
E.Y. Kenter dan S.R Sianturi menjelaskan bahwa kemampuan 
bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa 
dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berfikir, dari 
seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam 
Pasal 44 KUHP adalah verstanddelijke vermogems (keadaan dan 
kemampuan jiwa seseorang). 
Pertanggungjawaban pidana disebut sebaga 
toerekenbaarheid dimaksudkan untuk menentukan apakah 
seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu 
tindak pidana yang terjadi atau tidak. Petindak disini adalah orang, 
bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri menghina dan 
sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja.Lain halnya jika 
tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari 
pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri. 
2. Kesalahan 
Kesalahan dianggap ada, apabila denga sengaja atau karena 




atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan 
mampu bertanggungjawab. 
Dalam buku hukum pidana menurut Moeljatno kesalahan dan 
kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak 
pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu 
memuat 4 unsur yaitu: 
a. Melakukan perbuatan pidana; 
b. Diatas umur tertentu mampubertanggungjawab; 
c. Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan 
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa); 
d. Tidak adanya alasan pemaaf. 
Menurut ketentuang yang diatur dalam hukum pidana bentuk-
bentuk kesalahan terdiri dari16: 
1) Kesengajaan (opzet). 
Sengaja sebagai niat, Contohnya dalam tindak pidana 
pencurian sipelaku dikatakan sengaja melakukan tindak pidana 
pencurian oleh karena ia menghendaki, bahwa dengan 
pengambilan barang milik orang lain, barang itu akan menjadi 
miliknya. 
Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan, sengaja 
semacam ini apabila sipelaku dengan perbuatannya, tidak 
bertujua untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, 
                                                          




akan tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti 
perbuatan itu. 
Sengaja sadar akan kemungkinan, Dijik dan Pompe 
mengatakan, bahwa dengan hanya ada keinsafan 
kemungkinan, tidak ada kesengajaan, melainkan hanya 
mungkin ada culpa atau kurang berhati-hati. Kalau masih dapat 
dikatakan, bahwa kesengajaan secara keinsafan kepastian 
praktis sama atau hampir sama dengan kesengajaan sebagai 
tujuan, maka sudah terang kesengajaan secara keinsafan 
kemungkinan tidaklah sama dengan dua macam kesengajaan 
yang lain itu, melainkan hanya disamakan atau dianggap 
seolah-olah sama. 
2) Kealpaan (culpa) 
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah 
ditentukan menurut undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. 
Kelalaian yang disadari terjadi apabila seseorang tidak 
melakukan suatu perbuatan, namun dia sadar apabila dia tidak 
melakukan perbuatan tersebut, maka akan menimbulkan akibat 
yang dilarang dalam hukum pidana. Sedangkan kealpaan yang 
tidak disadari terjadi apabila pelaku tidak memikirkan 




apabila ia telah memikirkan hal itu sebelumnya maka ia tidak 
akan melakukannya. 
3) Tidak ada alasan pemaaf 
Menurut Ruslan Saleh, tiada terdapat alasan pemaaf yaitu 
kemampuan bertanggungjawab, bentuk kehendak dengan 
sengaja atau alpa, tiada terhapus kesalahannya atau tiada 
terdapat alasan pemaaf, adalah termasuk dalam pengertian 
kesalahan. 
C. Tindak Pidana Pencurian 
1. Pengertian dan Unsur- unsur Tindak Pidana Pencurian 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia, arti dari kata “curi” 
adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak 
sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi, sedangkan arti 
“pencurian” proses, cara, perbuatan.17 
Pada KUHP di sebutkan bahwa pencurian adalah tindakan 
mengambil barang orang lain18 
Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa: 
“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya 
atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk 
dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 
denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. 
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Pencurian mempunyai beberapa unsur yaitu : 
1. Unsur objektif, terdiri dari: 
a. Perbuatan mengambil 
b. Objeknya suatu benda 
c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, 
yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik 
orang lain. 
2. Unsur subjektif, teridiri dari: 
a. Adanya maksud 
b. Yang ditujukan untuk memiliki 
c. Dengan melawan hukum. 
Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifisir 
sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut 
diatas.19 
Kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan 
secara formal dimana yang dilarang dan diancam dengan 
hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan 
“mengambil”20 
Unsur-unsur pencurian harus memuat yang pertama yaitu 
harus ada perbuatan “mengambil” dari tempat dimana barang 
tersebut terletak. Oleh karena itu didalam kata “mengambil” 
sudah tersimpul pengertian “sengaja”, maka undang-undang 
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tidak menyebutkan “dengan sengaja mengambil”. Unsur-unsur 
barang yang diambil harus berwujud, sekalipun tenaga listrik 
melalui interpretasi extensive dapat menjadi objek pencurian. 
Selain itu barang tersebut dapat dipindahkan, Mengenai 
pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-
benda bergerak. Benda-benda tidak bergrak, baru dapat 
menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap 
dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap 
benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur 
perbuatan mengambil dan sifatnya dapat berpindah sendiri atau 
dapat dipindahkan (KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak 
bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat 
berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda 
bergerak.21 
. Unsur tujuan memiliki barang secara melawan hukum 
bahwa barang yang diambil itu baik untuk keseluruhan maupun 
untuk sebagian adalah milik orang lain. Dengan hal yang 
demikian maka setiap tindakan yang demikian rupa sehingga 
pelaku memperoleh penguasaan sepenuhnya atas barang yang 
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bersangkutan sehingga penguasaan hilang sama sekali bagi 
pemilik yang sebenarnya.22 
Dari ketentuan Pasal 362 KUHP menjelaskan bahwa unsur-
unsur pencurian adalah23 : 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil; 
c. Suatu barang; 
d. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; 
e. Dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum.  
2. Jenis- jenis Tindak Pidana Pencurian 
Di dalam kehidupan masyarakat kejahatan terhadap harta 
benda orang banyak sekali terjadi, bahkan berjumlah terbesar 
diantara jenis-jenis kejahatan terhadap kepentingan 
perorangan. Salah satu kejahatan yang akan saya jelaskan 
yaitu jenis-jenis pencurian.  
a. Pencurian dalam bentuk pokok 
1. Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang 
lain. 
Barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 
lain. Barang tidak perlu kepunyaan orang lain 
keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja 
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dapat menjadi objek pencurian. Jadi sebagian lagi adalah 
kepunyaan pelaku sendiri. 
2. Dengan maksud untuk memiliki barang bagi diri sendiri 
secara melawan hukum dengan maksud. 
3. Melawan hukum 
Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau 
kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa 
barang yang diambilnya adalah milik orang lain. 
4. Memiliki barang bagi diri sendiri 
Adalah setiap perbuatan pnguasa atas barang tersebut, 
melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, 
sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud untuk memiliki 
barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu 
ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, 
misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian 
telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan 
mengambil barang.. 
b. Pencurian berat (Pasal 363 KUHP) 
1. Pencurian ternak 
Objek pencuriannya adalah ternak sebagai unsur objektif 
tambahan Pasal 101 KUHP menjelaskan bahwa ternak 
berarti hewan yang berkuku satu, hewan yang 




2. Pencurian pada waktu, kebakaran, peletusan, banjir, gempa 
bumi atau gempa laut, peletusan gunung api. 
3. Pencurian pada waktu malam didalam suatu rumah, 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya. 
4. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-
sama 
Dilakukan dengan cara kerja sama fisik maupun psychish. 
Unsur bersama-sama ini dapat dihubungkan dengan 
perbuatan turut serta menurut Pasal 55 (1) ke-1. 
5. Pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP. 
c. Pencurian dalam bentuk Geprivilegeerd (Pencurian 
Ringan) 
Unsur- unsurnya yaitu : 
a. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 : pencurian 
biasa; 
b. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat 1 no.4; 
c. Pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih 
bersama-sama; 
d. Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 no.5; 
e. Pencurian dimana yang bersalah memasuki tempat 
kejahatannya atau dimana ia mencapai barang yang 




merusak, memanjat, memakai anak kunci palsu, 
memakai perintah palsu, memakai pakaian jabatan palsu. 
f. Perbuatan ini tidak dilakukan dalam suatu rumah atau 
dipekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah; 
g. Harga dari pada barang yang diambil tidak melebihi 
jumlah Rp.25.-. 
d. Pencurian dalam Keluarga 
Antara pelaku dan korban terdapat hubungan perkawinan 
yang masih utuh, jadi hubungan suami dan isteri. Terhadap 
pelaku itu tidak dapat dilakukan penuntutan kecuali jika 
hubungan itu sudah tidak utuh seperti terjadi keadaan pisah 
meja dan tempat tidur antara suami isteri, Pasal 367 ayat (1) 
dan (2).24 
e. Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya 
dikenal dikalangan masyarakat dengan istilah perampokan. 
Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan 
perampokan dari segi redaksinal kedua istilah tersebut berbeda 
namun mempunyai makna yang sama. Misalnya kalau 
disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, sama halnya dengan merampok. Merampok juga 
adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal 
                                                          




dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana 
jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya dengan 
kekerasan. 
Tindak pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh 
pembentuk undang-undang diatur dalam Pasal 365 KUHP. 
Yang rumusannya sebagai berikut:25 
1) Diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan 
tahun, pencurian yang didahului, serta atau diikuti dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman 
kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam 
hal tertagkap basah, untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri”. 
2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika: 
1. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 
rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, 
dijalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang 
sedang berjalan; 
2. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu; 
                                                          




3. Masuk ketempat melakukan kejahatan dengan merusak 
atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 
perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 
4. Perbuatan mengakibatkan luka berat. 
3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam 
dengan pidana penjara lima belas tahun. 
4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur 
hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh 
tahun. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau 
kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 
bersekutu, diserta pula oleh salah satu yang diterangkan 
nomor 1 dan 3. 
Pencurian dengan kekerasan ini merupakan bentuk 
gequalifiseerd, berhubung hanya disebut nama kejahatannya 
dalam bentuk pokoknya. 
Pasal 365 (1) memuat unsur-unsur : 
1. Objketif : 









2. Subjektif : 
a. Dengan maksud untuk : 
b. Mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau 
c. Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri 
sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu : untuk 
melarikan diri, untuk mempertahankan pemilihan atas 
barang yang dicurinya. 
Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan 
tenaga bdan yang tidak ringan. Tenaga badan adalah kekuatan 
fisik. Pengguna kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan 
saja, memukul dengan senjata, menyelap, mengikat, menahan dan 
sebagainya. Dalam Pasal 89 menyebutkan bahwa yang disamakan 
dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau 
tidak berdaya lagi. Kekerasan itu hanya ditujukan kepada 
seseorang.Seseorang ini tidak perlu para pemilik barang, misalnya 
pelayan rumah atau penjaga rumah. Macam-macam pencurian 
dengan kekerasa yaitu26 : 
1. Ancaman kekerasan 
2. Didahului kekerasan atau ancaman kekerasan 
3. Disertai keerasan atau ancaman kekerasan 
4. Diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan. 
Adapun pendapat para ahli mengenai kekerasan yaitu: 
                                                          




Simons, dapat dimasukkan dalam pengertian kekerasan yakni 
setiap pemakaian tenaga badan yang tidak terlalu ringan27. 
S.R Sianturi , kekerasan adalah setiap perbuatan dengan 
menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat 
mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang 
dikerasi28. 
R.Soesilo, melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menyepak, menendang dan lain sebagainya29. 
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang 
dilakukan dengan kekerasan baik kekerasan itu terjadi sebelum 
maupun sesaat setelah pelaku melakukan aksinya, tidak penting 
apakah pencuri itu dilakukan dengan kekerasan fisik langsung atau 
tidak langsung ataupun kekerasan psikis, yang terpenting adalah 
pencurian itu pelaku membuat orang di sekitarnya tidak berdaya 
terhadapnya. 
Jadi pada dasarnya kekerasan atau ancaman kekerasan 
pada dasarnya harus tertuju pada orang, bukan pada benda 
ataupun barang yang dapat dilakukan sebelumnya atau sesudah 
pencurian itu dilakukan, apabila tujuan untuk menyiapkannya, 
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memudahkan pencurian, dan jika tertangkap tangan ada 
kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan 
tindakan untuk melarikan diri atau barang yang dicuri tetap ada di 
tangannya. 
Kekerasan itu terbagi atas dua yaitu kekerasn fisik dan 
kekerasan psikis.Kekerasan fisik adalah kekerasan yang terjadi 
pada tubuh atau jasmani seseorang. Kekerasan fisik disini terbagi 
atas dua, kekerasan fisik langsung dan kekerasan fisik tidak 
langsung. Kekerasan fisik langsung apabila ada relasi antara 
subjek, objek dan tindakan, misalnya pemukulan, percakapan, 
penikaman,dll. Sementara kekerasan fisik tidak langsung adalah 
kekerasan dimana tindakan pelaku tidak langsung kepada korban, 
misalnya meja, membanting kursi, dll. 
Kekerasan psikis atau kekerasan psikologi adalah kekerasan 
yang terjadi pada mental atau rohani korban, misalkan ancaman, 
intimidasi, kebohongan, dll. 
Dari rumusan Pasal 365 KUHP diatas maka dapat 
disimpulkan bahwa dua unsur pokok yyang penting yaitu pencurian 
dan kekerasan/ ancaman kekerasan. 
D. Pidana dan Pemidanaan 
1. Pengertian Pidana 
Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana 




yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang 
dapat dijatuhkannya kepada pelaku. 
Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata 
pidana pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan 
pemidanaan diartikan sebagai penghukuman. Pemidanaan itu 
sama sekali bukan dimaksudkan sebagai upaya balas dendam 
melainkan sebagai upaya pembinaan bagi seorang pelaku 
kejahatan sekaligus sebagai upaya preventif terhadap terjadinya 
kejahatan serupa.30 
Seorang ahli hukum Moeljatno, dapat dikemukakan bahwa 
hukum pidana adalah sebagai berikut : 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh 
dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau 
sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang 
melanggar larangan tersebut. 
b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 
                                                          




c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut.31 
Menurut Van Hamel, arti pidana menurut hukum positif dewasa 
ini adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah 
dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atau nama Negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-
mata karena orang, tersebut telah melanggar suatu peraturan 
hukum yang harus ditegakkan oleh negara. 
Menurut Simons, pidana atau straf itu adalah suatu penderitaan 
yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan 
pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan 
hakim teah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.32 
1. Jenis-jenis Pidana 
Jenis-jenis pidanamenurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai 
berikut33 : 
A. Pidana pokok meliputi 
1. Pidana mati; 
Beberapa pasal dalam KUHP mengatur tentang Tindak pidana 
yang diancam pidana mati misalnya: 
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a. makar membunuh kepala Negara, Pasal 104; 
b.  Mengajak Negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 
111 ayat (2); 
c. Memberi pertolongan kepada musuh waktu Indonesia dalam 
perang, Pasal 124 ayat (3); 
d. Membunuh kepala Negara sahabat, Pasal 140 ayat (1); 
e. Pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu, Pasal 140 
ayat (3) dan 340; 
f. Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih 
berkawan, pada waktu malam atau dengan jalan 
membongkar dan sebagainya, yang menjadikan orang 
terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4); 
g. Pembajakan dilaut, di pesisir, di pantai, dan di kali sehingga 
ada orang mati, Pasal 444; 
h. Dalam waktu perang menganjurkan huru-hara, 
pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja 
dalam perusahaan pertahanan Negara, Pasal 124 bis; 
i. Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan 
keperluan angakatan perang, Pasal 127 dan 129; 
j. Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2). 
2. Pidana penjara 
Yang dimaksud dengan pidana penjara adalah suatu pidana 




terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut 
didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan 
orang untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di 
dalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan 
sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar 
peraturan tersebut.34 
Naskah rancangan KUHP baru selain mengatur pidana penjara, 
juga mengatur hal-hal yng berkaitan dengan: 
a. Tidak dijatuhkannya pidana penjara atas keadaan-keadaan 
tertentu, misalnya berusia di bawah 18 tahun atau diatas 70 
tahun; 
b. Pelepasan bersyarat dan sebagainya.35 
3. Pidana kurungan 
Pidana kurungan mempunyai pengertian yang sama dengan 
pidana penjara namun pidana kurungan hanya dapat dijatuhkan 
oleh hakim bagi orang –orang dewasa, dan merupakan satu-
satunya jenis  pidana pokok berupa pembatasan kebebebasan 
bergerak yang dapat dijatuhkan oleh hakim bagi orang-orang 
yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran, sebagaimana 
yang telah diatur dalam buku ke-III KUHP.36 
4. Pidana tutupan 
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Berlainan dengan pidana penjara, pada pidana tutupan 
hanya dapat dijatuhkan apabila: 
a. Orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan 
pidana penjara, mengingat keadaan pribadi dan 
perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan; 
b. Terdakwa yang melakukan tindak pidana karena terdorong 
oleh maksud yang patut dihormati. 
Pengecualian terhadap ketentuan diatas adalah jika cara 
melakukan atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa 
sehingga terdakwa lebih tepat untuk dijatuhi pidana penjara. 
5. Pidana pengawasan 
Pidana pengawasan merupakan jenis pidan baru yang 
sebelumnya tidak diatur dalam KUHP, penjatuhan pidana 
pengawasan tidak sembarang dapat dilakukan, namun harus 
memenuhi persyaratan tertentu.  Adapun hal-hal yang perlu 
mendapat perhatian di antaranya adalah sebagai berikut: 
a. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 
penjara tujuh tahun. 
b. Dapat dijatuhkan kepada terdakwa mengingat keadaan 
pribadi dan perbuatannya, dengan syarat-syarat 




2) Terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari 
masa pidana pengawasan, harus mengganti seluruh atau 
sebagian kerugian yang timbul oleh tindak pidana yang 
dilakukan;atau 
3) Terpidana harus melakukan perbuatan atau tidak 
melakukan perbuatan tertentu, tanpa mengurangi 
kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik. 
c. Pengawasan dilakukan oleh pejabat Pembina dari 
departemen kehakiman yang dapat minta bantuan kepada 
pemerintah daerah, lembaga sosial, atau orang lain. 
d. Pejabat Pembina dapat mengusulkan kepada hakim 
pengawas untuk memperpanjang pengawasan apabila 
terpidana melanggar hukum. 
e. Apabila terpidana selama menjalani pidana pengawasan 
melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana yang bukan 
pidana mati atau bukan pidana penjara maka pidana 
pengawasan berjalan terus. 
f. Apabila terpidana dijatuhi pidana penjara maka pengawasan 
ditunda dan dilaksanakan kembali setelah terpidana selesai 
menjalani pidana penjara. 
6. Pidana denda 
Hal yang menarik dalam pidana denda antara lain 




pembayaran denda dapat diangsur. Pokok-pokok pidana denda 
sesuai rancangan KUHP yang dimaksud adalah37: 
a. Apabila tidak ditentukan minimum khusus maka pidana 
denda paling sedikit seribu lima ratus rupiah 
b. Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan 
kategori, yaitu: 
1) kategori I , seratus lima puluh ribu rupiah; 
2) kategori II, tujuh ratus lima puluh ribu rupiah; 
3) kategori III, tiga juta rupiah; 
4) kategori IV, tujuh juta lima ratus ribu rupiah; 
5) kategori V, tiga puluh juta rupiah; 
6) kategori VI, tiga ratus juta rupiah. 
c. Pidana denda paling banyak untuk korporasi adalah kategori 
lebih tinggi berikutnya. 
d. Pidana denda paling banyak untuk korporasi yang 
melakukan tindak pidana yang diancam dengan: 
1) Pidana penjara paling lama tujuh tahun sampai dengan 
lima belas tahun adalah kategori V; 
2) Pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana 
penjara paling lama dua puluh tahun adalah denda 
kategori VI; 
3) Pidana denda palig sedikit adalah kategori IV. 
                                                          




7. Pidana kurungan sebagai pengganti denda 
Bagi pidana kurungan pengganti denda lamanya adalah 
sekurang-kurangnya stu hari dan selama-lamanya enam 
bulan.Akan tetapi, lamanya pidana kurungan pengganti denda 
tersebut dapat diperberat hingga selama-lamanya delapan 
bulan, yakni apabila tindak pidana yang telah dilakukan oleh 
terpidana itu ada hubungannya dengan suatu recidive atau 
tindak pidana sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 52 
KUHP. 
Pidana kurungan sebagai pengganti tindak pidana denda itu 
tidak  dengan sendiri harus dijalankan apabila terpidana telah 
tidak membayar uang dendanya, yakni apabila hakim di dalam 
putusannya hanya menjatuhkan pidana denda saja, tanpa 
menyebutkan bahwa terpidana harus menjalankan pidana 
kurungan sebagai pengganti dari pada denda yang telah ia 
jatuhkan, dalam hal terpidana telah tidak membayar uang denda 
yang bersagkutan.38 
B. Pidana tambahan  
Pidana tambahan adalah pidana yang besifat menambah 
pidana pokok yang dijatuhkan, tidaklah dapat berdiri sendiri 
kecuali dalam hal-hal tertentu dalam perampasan barang-
                                                          




barang tertentu.Pidana tambahan ini bersifat fakultatif artinya 
dapat dijatuhkan tetapi tidaklah harus. 
Menurut Hermin Hadiati bahwa ketentuan pidana tambahan 
ini berbeda dengan ketentuan bagi penjatuhan pidana pokok, 
ketentuan tersebut adalah: 
1) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan di samping pidana 
pokok. Artinya, pidana tambahan tidak boleh dijatuhkan 
sebagai pidana satu-satunya. 
2) Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan apabila di dalam 
rumusan suatu perbuatan pidana dinyatakan dengan tegas 
sebagai ancaman, ini berarti bahwa pidana tambahan tidak 
diancamkan. 
3) Pada setiap jenis perbuatan pidana, akan tetapi hanya 
diancamkan kepada beberapa perbuatan pidana tertentu. 
4) Walaupun diancamkan secara tegas di dalam perumusan 
suatu perbuatan pidana tertentu, namun sifat pidana 
tambahan adalah fakultatif. Artinya diserahkan kepada hakim 
untuk menjatuhkan atau tidak. 
Pidana tambahan sebenarnya bersifat preventif. Ia juga 
bersifat sangat khusus sehingga sering sifat pidananya 
hilang dan sifat preventif inilah yang menonjol. 




Menurut ketentuan Pasal35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang 
dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan 
pengadilan adalah: 
1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan 
yang tertentu; 
2) Hak untuk memasuk angkatan bersenjata; 
3) Hak memillih dan dipilih dalam pemilihan yang 
diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; 
4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas 
penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali 
pengawas, pengampu atau pengampu pengawasan 
atas orang yang bukan anak sendiri; 
5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan 
pewalian atau pengampuan terhadap anak sendiri; 
6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu. 
Pencabutan hak itu mulai berlaku pada hari putusan 
hakim dapat dijalankan. Dalam hal ini hakim tidak 
berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya 
jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa 
lain untuk pemecatan itu.39 
b. Pidana perampasan barang-barang tertentu dan atau 
tagihan. 
                                                          




Pidana ini dapat dijatuhkan apabila ancaman pidana 
penjara tidak lebih dari tujuh tahun atau jika terpidana 
hanya dikenakan tindakan. Adapun barang-barang yang 
dapat dirampas adalah: 
1) Barang milik terpidana atau orang lain yang 
seluruhnya atau sebagian besar diperoleh dari tindak 
pidana; 
2) Barang yang ada hubungannya dengan terwujudnya 
tindak pidana; 
3) Barang yang digunakan untuk mewujudkan atau 
mempersiapkan tindak pidana; 
4) Barang yang digunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; dan 
5) Barang yang dibuat atau diperuntukkan bagi 
terwujudnya tindak pidana. 
Apabila penjatuhan pidana perampasan atas barang 
yang tidak disita maka dapat ditentukan barang tersebut 
harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang 
menurut penafsiran hakim. 
c. Terpidana adalah korporasi 
Ketentuan pidana tambahan bagi terpidana korporasi 




1) Bahwa hak yang dicabut adalah segala hak yang 
diperoleh korporasi. 
2) Bahwa pencabutan hhak dijatuhkan pada korporasi 
maka bebas dalam menentukan lama pencabutan 
tersebut. 
d. Pengumuman putusan hakim 
Dalam hal diperintahkan supaya putusan diumumkan 
maka harus ditetapkan cara melaksanakan perintah 
tersebut dan jumlah biaya pengumuman yang harus 
ditanggung oleh terpidana. Kecuali itu, dalam putusan 
dapat ditetapkan kewajiban mengganti kerugian yang 
harus dibayar terpidana kepada korban atau ahli 
warisnya. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan 
maka berlaku ketentuan pidana penjara pengganti untuk 
dipidana denda , Pasal 101 KUHP.40 
Menurut Van Hamel tujuan yang terutama dari 
pengumuman putusan hakim itu adalah sebagai 
peringatan bagi kaumnya yang didalam pekerjaan 
mereka telah melakukan penipuan atau hal-hal yang 
tidak baik. 
Menurut  Noyon dan Langemeijer, pengumuman dari 
putusan hakim harus bertujuan untuk memberikan 
                                                          




peringatan kepada mereka yang di kemudian akan 
mengadakan hubungan dengan terpidana.41 
Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 
KUHP yang mengatur bahwa: apabila hakim 
memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan 
kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, 
harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan 
perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan 
pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan 
dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang.42 
e. Pidana tutupan. 
Pidana tutupan merupakan suatu pidana pokok yang 
baru yang telah dimasukkan kedalam kitab undang-
undang hukum pidana. Menurut rumusan Pasal 10 huruf 
a KUHP menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional 
dihubungkan dengan bunyinya rumusan dari ketentuan 
pidana di dalam Pasal 69 ayat (1) KUHP, maka pidana 
denda harus dianggap sebagai jenis pidana pokok yang 
lebih berat dari pada pidana tutupan. Anggapan seperti 
ini pastilah tidak benar. 
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Jawaban dapat anda peroleh jika anda membaca 
rumusan pasal  dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
1946 yang berbunyi antara lain : 
“ dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara, karena terdorong oleh 
maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan 
pidana tutupan.” 
Dari bunyi Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 
1946 tersebut, kiranya kita dapat mengetahui bahwa 
pidana tutupan sebenarnya telah dimaksudkan oleh 
pembuat undang-undang untuk menggantikan pidana 
penjara yang sebenarnya dapat dijatuhkan oleh hakim 
bagi pelaku dari suatu kejahatan, atas dasar bahwa 
kejahatan tersebut oleh pelakunya telah dilakukan karena 
terdorong oleh maksud yang patut dihormati. 
f. Pidana bersyarat 
Pidana bersyarat oleh paktisi di tanah air disebut juga 
hukuman percobaan. Perkataan pidana bersyarat itu 
sendiri sebenarnya juga kurang tepat, Karena dapat 
memberikan kesan seolah-olah yang digantungkan pada 
syarat itu adalah pemidanaannya atau penjatuhan dari 




syarat tertentu, sebenarnya adalah pelaksanaan atau 
eksekusi dari pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim 
Ketentuan-ketentuan yang mengatur mengena pidana 
bersyarat di dalam Pasal 14a sampai Pasal 14f KUHP 
telah ditambahkan kedalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dengan staatblad Tahun 1926 Nomor 251 
jo. Nomor 486 dan mulai diberlakukan di Indonesia pada 
tanggal 1 januari 1927.43 
2. Teori Tujuan Pemidanaan 
1. Teori imbalan (Absolute/ vergeldingstheori) 
Menurut teori ini, dasar hukuman harus dicari dari 
kejahatan itu sendiri. Karena kejahatan itu telah 
menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai 
imbalannya si pelaku juga harus diberi penderitaan. 
Para pakar penganut teori ini, antara lain: 
Immanuel Kant, berpendapat  bahwa hukum pemidanaan 
harus dicari dari kejahatan itu sendiri, yang telah 
menimbulkan penderitaan pada orang lain, sedang hukuman 
itu merupakan tuntutan mutlak dari hukum kesusilaan. Disini 
hukuman sebagai pembalasan yang etis. 
Hegel, mengajarkan bahwa hukum adalah suatu kenyataan 
kemerdekaan. Oleh karena itu, kejahatan merupakan 
                                                          




tantangan terhadap hukum dan hak. Hukuman dipandang 
dari sisi imbalan sehingga hukuman merupakan dialectische 
vergelding. 
Herbart, kejahatan menimbulkan perasaan tidak enak pada  
orang lain. Untuk melenyapkan perasaan tidak enak itu, 
pelaku kejahatan harus diberi hukuman sehingga 
masyarakat merasa puas. 
Stahl, mengajarkan bahwa hukum adalah suatu yang 
diciptakan oleh tuhan. Karena kejahatan itu merupakan 
pelanggaran terhadap peri-keadilan Tuhan, untuk 
menindaknya Negara diberi kekuasaan sehingga dapat 
melenyapkan atau member penderitaan bagi pelaku 
kejahatan. 
Jean Jacques Rousseau, bahwa manusia dilahirkan 
dengan memiliki hak dan kemerdekaan penuh. Akan tetapi, 
manusia di dalam hidupnya memerlukan pergaulan. Di 
dalam pergaulan itu jika setiap orang ingin mempergunakan 
hak dan kemerdekaannya secara penuh, akan timbul 
kekacauan. Untuk menghindari kekacauan itu, setiap orag 
dibatasi hak dan kemerdekaannya. Artinya, setiap orang 
menyerahkan sebagian dari hak dan kebebasannya kepada 
Negara. Dengan diperolehnya hak-hak itu, Negara harus 




Jadi, hukuman telah disetujui oleh semua orang termasuk 
pelaku kejahatan.44 
2. Teori Maksud dan Tujuan (relatieve/ doeltheorie) 
Teori ini memebrikan dasar pemikiran bahwa dasar 
hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu 
sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, 
maka disamping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok 
berupa mempertahankan ketertiban masyarakat.45 
Berdasarkan teri ini, hukuman dijatuhkan untuk 
melaksanakan maksud dan tujuan dari hukuman itu, yakni 
memperbaiki ketidakpuasan masyarakat sebagai akibat 
kejahatan itu. Tujuan hukuman harus dipandang secara 
ideal.Selain dari itu, tujuan hukuman adalah untuk mencegah 
kejahatan.46 
Terori ini dibagi atas 2 yaitu : 
a. Teori prevensi umum, yaitu pencegahan ditunjukkan 
kepada msyarakat pada umumnya. Dengan adanya 
pidana yang dikenakan pada pelaku kejahatan, maka 
orang-orang lain (masyarakat) akan urung melaksanakan 
niatnya untuk melakukan kejahatan. 
b. Teori prevensi khusus, yaitu pencegahan ditunjukkan 
kepada orang yang melakukan kejahatan supaya tidak 
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lagi melakukan kejahatan. Termasuk di sini adalah teori-
teori yang bertujuan untuk memperbaiki orang yang 
melakukan kejahatan.47 
Adapun menurut Van Hamel bahwa teori pencegahan 
umum ialah pidana yang ditujukan agar orang-orang menjadi 
takut untuk berbuat jahat. Van Hamel membuat suatu 
gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan 
khusus, yakni48: 
a. Pidana adalah seantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu 
untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukuo dapat 
dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui 
pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya. 
b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan 
cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus 
bersifat memperbaiki dirinya. 
c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, 
maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan 
atau membuat mereka tidak berdaya. 
d. Tujuan satu-satunya dari pidana adalah 
mempertahankan tata tertib hukum didalam masyarakat. 
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Selain itu, timbul perbedaan pendapat mengenai cara 
mencegah kejahatan, diantaranya dengan cara49: 
1) Menakut-nakuti, yang ditujukan kepada umum; 
2) Memperbaiki pribadi si pelaku atau penjahat agar 
menginsafi atau tidak mengulangi perbuatannya; 
3) Melenyapkan orang yang melakukan kejahatan dari 
pergaulan hidup. 
3. Teori Gabungan (verenigingstheori) 
Gabungan teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan hukuman 
adalah untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam 
masyarakat dan memperbaiki pribadi sipenjahat. Dengan 
menelaah teori-teori diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan 
pemidanaan adalah 
a. Menjerakan penjahat; 
b. Membinasakan atau membuat tak berdaya lagi si 
penjahat; 
c. Memperbaiki pribadi sipenjahat. 
Pada hakikatnya, ketiga hal tersebut menjadi dasar 
diadakannya sanksi pidana.Akan tetapi, membinasakan 
penjahat masih menjadi masalah perdebatan para pakar. 
                                                          




Sebagian Negara memang telah menghapuskan hukuman 
mati, tetapi sebagian lagi masih dapat menerimanya.50 
Dengan munculnya teori gabungan ini maka terdapat 
perbedaan pendapat dikalangan para ahli : 
Pompe,  menyatakan bahwa orang tidak menutup mata 
pada pembalasan. Memang pidana dapat dibedakan dengan 
sanksi-sanksi lain, tetapi tetap ada cirri-cirinya, dan tidak 
dapat dikecilkan artinya bahwa pidana adalah suatu sanksi, 
dan dengan demikian terkait dengan tujuan dengan tujuan 
sanksi-sanksi itu. Dan karena hanya akan diterapkan jika 
menguntungkan pemenuhan kaidah-kaidah dan berguna 
bagi kepentingan umum. 
Van Bemmelan, menyatakan bahwa pidana bertujuan 
membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. 
Sementara tindakan bermaksud mengamankan dan 
memelihara tujuan.Jadi pidana dan tindakan, keduanya 
bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana 
kedalam kehidupan masyarakat. 
Teori gabungan menitik beratkan pertahanan tata 
tertib masyarakat. Teori ini tidak boleh lebih berat daripada 
yang ditimbulkannya dan gunanya juga tidak boleh lebih 
besar dari pada yang seharusnya. 
                                                          




Pidana bersifat pembalasan karena ia hanya 
dijatuhkan terhadap delik-delik, yaitu perbuatan yang 
dilakukan secara sukarela, pembalasan adalah sifat suatu 
pidana tetapi bukan tujuan. Tujuan pidana adalah melindungi 
kesejahteraan masyarakat. 
Dalam literature bahasa inggris tujuan pidana biasa 
disingkat 3R dan 1D, yakni: 
1. Reformation,berarti memperbaiki atau merehabilitasi 
penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi 
masyarakat. 
2. Restraint, berarti mengasingkan pelanggar dari 
masyarakat. 
3. Retribution, yakni pembalasan terhadap pelanggar 
karena telah melakukan kejahatan. 
4. Defference, yakni menjera atau mencegah sehingga baik 
terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang 
potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk 
melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan 
kepada terdakwa, bagi yang mengkritik teori ini 
mengatakan bahwa sangat kurang adil jika untuk tujuan 
mencegah orang lain melakukan kejahatan terpidana 
dikorbankan untuk menerima pidana itu.51 
                                                          




2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argument 
atau alasan yang dipaka oleh hakim sebagai pertimbangan hukum 
yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik 
sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan, maka hakim terlebih 
dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul 
dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, 
keterangan terdakwa, dari barang bukti. 
Lilik Mulyadi52 mengemukakan bahwa: 
“Hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan 
pembuktian unsur-unsur dari suatu delik, apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang 
didakwakan oleh penuntut umum/ dictum putusan hakim.” 
 
Putusan hakim merupakan puncak dari klimaks dari perkara 
yang sedang diperiksa dan diadili seorang hakim. Hakim 
memberikan keputusannya mengenai hak-hak sebagai berikut:53 
a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa 
telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. 
b. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang 
dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana 
dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. 
c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa 
memang dapat dipidana. 
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan 
putusan, namun Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam 
memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar 
putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari 
peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak 
tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. 
Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 
197 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: 
“Pertimbangan disusun secara ringkas menganai fakta dan 
keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan 
disidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan 
terdakwa.” 
Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan 
dari hakim. Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan 
pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, 
sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu: 
“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 
terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” 
 
Seorang hakim dalam menjatuhkan putusan akan 
mempertimbangkan hal-hal berikut: 
a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, yaitu pertimbangan 




dalam persidangan dan undang-undang telah ditetapkan 
sebagi hal yang harus dimuat dalam putusan. 
b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu bertitik tolak 
pada dampak yang merugikan dan merusak tatanan 
kehidupan masyarakat dan bernegara atau hakim melihat 
dari lingkungan dan berdasarkan pada hati nurani hakim itu 
sendiri. 
Rusli Muhammad 54mengemukakan bahwa pertimbangan hakim 
dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yakni : pertimbangan yuridis 
dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan Yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang 
terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan 
sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya 
Dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan 
hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non yuridis dapat dilihat 
dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri 
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A. Lokasi Penelitian 
Adapun lokasi penelitian yang penulis pilih dalam menunjang 
pengumpulan data ialah : 
1. Pengadilan Negeri Makassar 
Alasan penulis memilih tempat tersebut karena institusi 
tersebut yang berwenang dan berkompeten dalam memberikan 
data mengenai Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di 
Kota Makassar. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Dalam penulisan proposal ini penulis menggunakan jenis data 
meliputi: 
1. Data Primer  
Data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara 
secara langsung terhadap masalah yang dibahas dengan 
pihak-pihak yang terkait, sehubungan dengan penulisan skripsi 
ini. 
2. Data Sekunder 
Data ini diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan yakni 
dengan mempergunakan dan mengumpulkan buku-buku atau 
kitab-kitab bacaan baik dari perpustakaan maupun dari toko-




pembahasan skripsi ini, serta mempergunakan sumber-sumber 
lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya dengan 
melakukan studi kasus putusan Nomor 
946/Pid.B/2016/PN.Mks. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan 
mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang 
terjadi di masyarakat. Dengan demikian kebenaran karya ilmiah 
tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak 
lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan, 
maka penulis melakukan teknik pengumpulan data yang berupa : 
1. Teknik wawancara (interview)  
yaitu penulis melakukan wawancara atau tanya jawab 
dengan pihak pengadilan atauhakim yang terkait dalam perkara 
tindak pidana pencurian dengan kekerasanini guna 
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik Dokumentasi (archivel methode)  
yaitu penulis mengambil data-data dari dokumen-dokumen 
atau arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak yang relevan 
dengan permasalahan yang dibahas. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian 




sifatnya kualitatif, maka teknik analisis data yang digunakan pun 
analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya yakni setelah 
data tersebut terkumpul dan dianggap telah cukup, kemudian data 
tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif yaitu dengan 
berlandaskan kepada dasar-dasar pengetahuan umum meneliti 
persoalan yang bersifat khusus, dari adanya analisis inilah 




















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Materiil Terhadap Tindak Pidana Pencurian 
dengan Kekerasan Pada Putusan Perkara Nomor 
946/Pid.B/2016/PN.Mks. 
Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang di dahului, 
disertai dan di ikuti oleh kekerasan, tidak mutlak kekerasan itu berupa 
kekerasan fisik maupun psikis yang jelas tindakannya dapat 
mengakibatkan seseorang  mengalami cedera fisik maupun mental 
bahkan ada yang mengalami luka berat dan meninggal dunia. Pencurian 
dengan kekerasan itu sendiri diatur didalam buku II KUHPidana yang 
memuat tentang kejahatan, dimana di atur didalam pasal 365 KUHPidana. 
Di dalam kasus pada Putusan Perkara nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks, 
perbuatan terdakwa memenuhi syarat pada ketentuan Pasal 365 ayat (2) 
ke-1 dan ke-2. 
Penelitian mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan di 
wilayah Hukum Pengadilan negeri Makassar, penelitian dimaksud 
dilakukan terhadap Putusan Nomer 946/Pid.B/2016/PN.Mks, hasil 
penelitian yang dilakukan terhadap putusan pengadilan negeri Makassar 







1. Identitas terdakwa 
Nama Lengkap : MUSTAFA ALWI LALOANG Bin ABDUL  
SALIM alias ALWI 
Tempat Lahir  : Ujung Pandang 
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/28 September 1996 
Jenis Kelamin  : Laki-laki 
Kebangsaan  : Indonesia 
Tempat Tinggal : Jl. Perintis Kemerdekaan XII KM.11 No. 193 
(Belakang   Kampus Cokroaminoto) kel. 
Tamalanrea Jaya Kec. Tamalanrea kota 
Makassar. 
Agama   : Islam 
Pekerjaan  : Tidak Ada 
Pendidikan  : SMP (tidak tamat) 
2. Posisi Kasus 
Terdakwa Mustafa Alwi Laloang Bin Abdul Salim alias Alwi 
bersama-sama dengan Nurdin (DPO) ada sekiranya hari sabtu tanggal 
31 januari 2015 sekira jam 20.45 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu lain dalam bulan januari Tahun 2015 bertempat disamping 




Kec. Tamalanrea Kota Makassar atau setidak-tidaknya di suatu tempat 
lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum pengadilan negeri 
Makassar, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau 
sebagian kepunyaan orang lain berupa : 1 (satu) buah tas berisi 1 
(satu) buat dompet warna hitam merk GIG berisi KTP, kartu ATM BCA 
dan ATM Bank Mandiri, kartu lisensi Prudential, slip jamsostek dan 
uang tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) 
unit handpone merk sony Ericson warna pink, 1 (satu) buah handpone 
blackberry warna putih, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah 
kunci laci kantor saksi Sita Mahayasa, dengan maksud dimiliki secara 
melawan hukum yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mmpersiapkan atau mempermudah, atau dalam hal tertangkap tangan, 
untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk 
tetap menguasai barang yang dicuri, jika niat untuk itu telah ternyata 
dari adanya permulaan pelaksanaan an tidak selesainya pelaksanaan 
itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang 
dilakukan oleh 2 (dua) orang secara bersama-sama atau lebih. 
Atas perbuatan terdakwa pada saat terjadi saling tarik meanarik 
antara pelaku dan korban menyebabkan tas korban putus dan saksi 
korban Sita Mahayasa mengalami kerugian materil yang ditaksir 





3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
Berdasarkan perkara tersebut diatas, maka terdakwa diajukan ke 
persidangan oleh penuntut umum dengan dakwaan tunggal dan tindak 
pidana yang diterapkan berdasarkan hasil penelitian terhadap materi 
perkara hanya satu tindak pidana saja yang dapat didakwakan yaitu 
melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang 
mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan, ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan 
atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan 
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya 
atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri; 
f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan 
tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api 
atau trem yang sedang berjalan; 
g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
Berdasarkan fakta peristiwa (perbuatan pelaku dan akibat yang 




dalam pembuktian kasus ini jaksa penuntut umum mengajukan alat 
bukti berupa : 
a. Keterangan Saksi-saksi  
Di dalam persidangan telah diajukan oleh jaksa penuntut umum 
berupa 2 (dua) orang saksi yang semuanya telah didengar 
keterangannya dibawah sumpah. Saksi-saksi tersebut adalah : 
1. Saksi Sita Mahayasa ; umur 31 Tahun, lahir di Makassar, 
Tanggal 20 Agustus 1984, jenis kelamin perempuan, agama 
Kristen, pekerjaan karyawati swasta, alamat BTP Blok K no. 465 
kel. Tamalanrea kec. Tamalanrea kota Makassar, menerangkan 
: 
 Pada saat diperiksa saksi korban dalam keadaan sehat 
jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan 
yang sebenar-benarnya. 
 Saksi menjelaskan bahwa benar pada hari sabtu tanggal 31 
januari 2015 sekira pukul 20.45 wita di samping mesjid jalan 
penurunan dari blok E ke blok K kel. tamalanrea kec. 
Tamalanrea kota Makassar telah terjadi pencurian dengan 
kekerasan yang dilakukan oleh Mustafa Alwi Laloang bin 
Abdul Salim alias Alwi terhadap korban Sita. 
 Bahwa benar pelaku berhasil membawa lari tas korban 
dengan cara saling tarik- menarik antara pelaku dan korban 




 Bahwa benar barang milik saksi yang berhasil dibawa lari 
yakni 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIG berisi 
KTP, kartu ATM BCA dan ATM Bank Mandiri, kartu lisensi 
prudential, slip jamsostek dan uang tunai senilai Rp.75.000,- 
(tujuh puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone 
blackberry, 1 (satu) buah handphone sony Ericson warna 
pink, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci laci 
kantor korban. 
 Saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui pasti pelaku 
yang mengambil tas milik korban namun saksi pernah 
melihat foto profil handphone blackberry milik korban telah 
berganti foto seorang laki-laki dengan nama Alwi Prasetya 
dan saksi tidak mengenal laki-laki tersebut yang merupakan 
sang pelaku. 
 Saksi menjelaskan bahwa kerugian yang dialami korban 
jumlahnya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). 
 Saksi mejelaskan sudah tidak ada lagi keterangan yang 
perlu ditambahkan. 
 Saksi menjelaskan bahwa semua keterangan yang saksi 
berikan adalah yang sebenar-benarnya dan dapat 
dipertanggungjawbkan. 
b. Barang Bukti 




 1 (satu) lembar baju kaos blong warna hitam; 
 1 (satu) buah kotak handphone blackberry warna hitam. 
Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, 
karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Ketua 
majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada 
terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya. 
c. Keterangan Terdakwa 
Pada persidangan telah didengar keterangan terdakwa Mustafa 
Alwi Laloang bin Abdul Salim alias Alwi, pada pokoknya menerangkan 
sebagai berikut : 
 Bahwa pada hari tersebut terdakwa menelfon Nurdin (DPO) dan 
meminta agar menjemput terdakwa dirumah, kemudian sekira jam 
18.30 wita Nurdin (DPO) datang disamping rumah terdakwa 
dengan menggunakan sepeda motor selanjutnya terdakwa 
membonceng Nurdin menuju perumahan BTP dengan maksud 
untuk pergi bermain di Warnet di dekat ruko pelangi. Namun ketika 
melintas di jl. Poros BTP terdakwa belok kanan lalu melintas di 
samping SMP 30, disaat itulah terdakwa dan Nurdin meliht korban 
berjalan kaki seorang diri membawa tas yang digantung dipundak 
kanannya kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor dari 
arah belakang korban dan ketika sudah berada disamping kanan 
korban, Nurdin langsung merampas tas tersebut hingga tali tas 




terdakwa dan Nurdin dengan cepat dan buru-buru meninggalkan 
tempat tersebut dan langsung ke rumah Nurdin, setelah tiba 
dirumah Nurdin terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk 
buang air besar dan ketika kembali lagi saat itulah terdakwa melihat 
Nurdin membuka tas tersebut dan waktu itu tersangka hanya 
melihat 1 (satu) buah handphone blackberry dan uang tunai 
sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah). 
 Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan. 
 Bahwa benar terdakwa berboncengan dengan Nurdin (DPO) 
merampas tas korban dari belakang. 
 Bahwa benar terdakwa bersama Nurdin (DPO) berhasil mengambil 
tas milik korban, dan korban sempat berteriak jambret yang 
mengakibatkan terdakwa langsung buru-buru meninggalkan tempat 
kejadian perkara. 
 
4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
Setelah pemeriksaan dinyatakan selesai, penuntut umum 
membacakan kemudian menyerahkan tuntutan pidana yang pada 
pokoknya menuntut agar majelis hakim dapat menjatuhkan putusan 
sebagai berikut : 
1. Menyatakan terdakwa Mustafa Alwi Laloang Bin Abdul Salim alias 
Alwi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 




dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana. 
Dalam dakwaan kesatu. 
2. Menjatuhkan pidana terhadap dakwaan terdakwa Mustafa Alwi 
Laloang Bin Abdul Salim alias Alwi dengan pidana penjara selama 
1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada 
dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan. 
3. Menetapkan barang bukti berupa : 
 1 (satu) lembar baju kaos oblong warna hitam 
 1 (satu) buah kotak handphone blackberry warna hitam. 
Dikembalikan kepada pemiliknya. 
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) apabila dipersalakan dan 
dijatuhkan pidana 
 
5. Amar Putusan 
Setelah majelis hakim mempertimbangkan fakta yang terungkap 
dalam persidangan yakni dengan mendengar keterangan dari para 
saksi dan terdakwa sendiri, maka majelis hakim sampai pada 
keputusannya sebagai berikut : 
1. Menyatakan bahwa terdakwa Mustafa Alwi Laloang Bin Abdul 
Salim alias Alwi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 




2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut diatas dengan 
pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; 
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan. 
5. Menetapkan 2 (dua) barang bukti berupa 1 (satu) baju kaos oblong 
warna hitam dan 1 (satu) handphone blackberry warna hitam. 
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara 
sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). 
 6.  Analisis Penulis  
Berdasarkan hasil penelitian terhadap putusan nomor 
946/Pid.B/2016/PN.Mks, tentang Tindak Pidana Pencurian dengan 
Kekerasan, ditambah dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan 
dengan objek penelitian, maka dari hasil penelitian dimaksud dapat 
disusun suatu pembahasan sebagai berikut. 
1. Penerapan unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana dalam putusan 
perkara nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks 
Dalam putusan perkara tersebut, jaksa penuntut umum menuntut 
terdakwa dengan menggunakan dakwaan tunggal yaitu melanggar 
Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Adapun rumusan Pasal 
365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana adalah sebagai berikut : 





a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam sebuah 
rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau 
dijalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang 
berjalan. 
b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 
lebih.55  
Dikemukakan oleh Harun M Husein bahwa : 
Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda 
tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas 
lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana sebagaimana dirumuskan 
dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang 
waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat yang 
menjadi dasar dan batas ruang pemeriksaan di samping pengadilan.56 
 
Terkait masalah surat dakwaan , dalam perkara ini jaksa penuntut 
umum menggunakan dakwaan tunggal, dimana yang dimaksud 
dakwaan tunggal ialah surat yang disusun secara tunggal jika 
seseorang atau lebih terdakwa melakukan tindak pidana hanya satu 
perbuatan saja, surat dakwaan tunggal juga merupakan surat dakwaan 
yang cara menyusunnya paling ringan disbanding surat dakwaan 
lainnya, karena penuntut umum hanya memfokuskan pada satu tindak 
pidana atau satu permasalahan saja. 
Mendasar pada penuntutan yang dilakukan oleh jaksa penuntut 
umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) 
                                                          
55 R.Soesilo, Op.Cit, Hlm.253-254 
56 Anonim, Pengertian Surat Dakwaan Menurut Para Ahli , 
http/nickhanickhuna.blogspot.com/2013/06/pengertian- surat- dakwaan –menurut- para 




ke-1 dan ke-2 KUHPidana, yang mengandung unsur-unsur sebagai 
berikut: 
a. Barang siapa; 
b. Mengambil suatu barang; 
c. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 
d. Dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak; 
e. Yang didahului, disertai dan diikuti oleh kekerasan ancaman 
kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk 
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam 
hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri 
sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai 
barang yang dicuri; 
f. Dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau 
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau 
dalam kereta atau trem yang sedang berjalan; 
g. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. 
Ad.a. Unsur Barang Siapa 
Yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah siapa saja 
orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum 
yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak 
digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu. 
Menurut pandangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 




pendapat tersebut disangkal pakar lainnya dengan mengutaraan 
pendapat bahwa barang siapa tersebut benar adalah unsur, tetapi 
perlu diuraikan siapa manusianya dan berapa orang. Jadi, identitasnya 
barang siapa tersebut harus jelas.57Dalam hal ini dapat dilihat pada 
perumusan dari tindak pidana dala KUHPidana, yang menampakkan 
daya berfikir sebagai syarat subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada 
wujud hukumannya/pidana yang dimuat didalam Pasal KUHPidana, 
yaitu hukuman penjara, kurangan dan denda. 
Didalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan seorang 
terdakwa bernama Mustafa Alwi Laloang bin Abdul Salim alias Alwi ( 
yang identitas lengkapnya ada dalam surat dakwaan penuntut umum). 
Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah 
sumpah/janji dan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa Mustafa 
Alwi Laloang alias Alwi besama dengan Nurdin (DPO)  dengan 
terdakwa adalah orang yang dimintakan pertanggungjawaban atas 
tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Selama persidangan 
terdakwa dapat memahami dan menjawab pertanyaan-pertanyaan 
dengan baik yang diajukan oleh majelis hakim maupun jaksa penuntut 
umum dengan demikian kemampuan terdakwa untuk 
mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak perlu diragukan lagi. 
Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa. 
Ad.b. Unsur Mengambil Suatu Barang : 
                                                          




Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan 
melalui keterangan para saksi bahwa berawal ketika terdakwa 
menelfon Nurdin (DPO) dan meminta agar menjemput tedakwa di 
rumah, dengan menggunakan sepeda motor terdakwa dan Nurdin 
(DPO) berboncengan menuju perumahan BTP dengan maksud untuk 
pergi bermain di warnet di dekat ruko pelangi. Namun ketika melintasi 
Jl. Poros BTP terdakwa belok kanan lalu melintas disamping SMP 30. 
Di saat itulah terdakwa dan Nurdin melihat Sita berjalan kaki seorang 
diri sambil membawa tas yang digantung dipundak kanannya. 
Kemudian terdakwa mendekatkan sepeda motor dari arah belakang 
korban dan ketika sudah berada disamping kanan korban, Nurdin 
langsung merampas tas tersebut hingga tali tas tersebut putus. 
Selanjutnya korban Sita berteriak jambret, sehingga terdakwa dan 
Nurdin dengan cepat dan buru-buru meninggalkan tempat tersebut. 
Terdakwa dan Nurdin berhasil membawa kabur tas yang berisi 
handphone blackberry, uang tunai Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu). 
Dari penjelasan dan definisi di atas dihubungkan dengan fakta 
hukum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Mustafa Alwi Laloang 
dan Nurdin (DPO) telah mengambil dan memindahkan barang yang 
bukan miliknya ketempat lain untuk dimiliki sendiri, barang tersebut 
mempunyai nilai ekonomis. Dengan demiian unsur ini telah terpenuhi. 





Mengenai unsur di atas mengambil barang sebagian atau 
seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki itu sudah 
memenuhi unsur tersebut dengan demikian ia disebut pencuri. 
Untuk membuktikan adanya unsur barang yang diambil seluruhnya 
atau sebagian milik orang lain dalam kasus ini, maka hakim mendasar 
pada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dengan fakta-fakta 
yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut: bahwa barang-
barang korban Sita Mayahasa yang diambil terdakwa bersama Nurdin 
(DPO) berupa 1 (satu) buah tas berisi 1 (satu) buah dompet warna 
hitam merk GIG berisi KTP, kartu ATM BCA dan ATM Bank Mandiri, 
kartu lisensi Prudential, slip jamsostek dan uang tunai senilai Rp. 
75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone 
blackberry warna putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson 
warna pink, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci laci yang 
dijadikan bukti dalam persidangan sepenuhnya bukan milik terdakwa 
melainkan millik saksi korban, dan pada saat mengambil barang 
tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pemiliknya. 
Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di 
atas perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur barang yang 
diambilnya seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Maka unsur 
ketiga ini telah terpenuhi. 





Dalam hal melawan hukum dirumuskan, menurut doktrin, tidak 
perlu dibuktikan. Namun sebaliknya, jika delik tersebut tidak 
mengandung unsur melawan hukum, dibuktikan bahwa hal tersebut 
tidak melawan hukum. Di Indonesia Mahkamah Agung pernah 
menerbitkan putusan (yurisprudensi pada tanggal 6 juni 1970 No. 30 
K.Kr/1969) yang antara lain memuat58:  
Di dalam setiap tindak pidana itu, selalu terdapat unsur melawan 
hukum dari perbuatan yang dituduhkan walaupun dalam rumusan delik 
tidak selalu dicantumkan unsur melawan hukum. Akan tetapi, ini tidak 
berarti bahwa perbuatan yang telah dituduhkan itu telah merupakan 
delik penadahan, sekalipun sifat melawan hukum itu tidak ada sama 
sekali. 
 
Mengenai unsur bersifat melawan hukum disini dapat ditinjau atau 
dibahas dari dua sudut pertama ialah dengan mendasar kepada 
bersifat melawan hukum yang material, maka tindakan yang 
mengambil itu harus bersifat melawan hukum. Mengingat unsur 
melawan hukum di pasal ini tidak tersurat melainkan hanya tersirat dan 
karena menganut ajaran bersifat melawan hukum. Hukum materil, 
maka bersifatt melawan hukumnya tindakan itu harus selalu dapat 
dibuktikan apabila dipersoalkan. 
Peninjauan yang kedua adalah dari sudut ajaran bersifat melawan 
hukum formil, yang berarti apabila unsur bersifat melawan hukum ini 
tidak dirumuskan dalam perundangan maka tidak ada keharusan untuk 
membuktikannya. Lebih jauh ajaran ini berpendapat bahwa 
sebenarnya dengan dirumuskannya suatu larangan dalam Undang-
                                                          




undang kendati tidak dirumuskan/ dicantumkan secara tegas unsur 
bersifat melawan hukumnya, maka dengan sendirinya tindakan 
terlarang itu bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini juga 
diartikan sebagai memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan 
sendiri dari pelaku. Maka pelaku harus sadar, bahwa yang diambilnya 
adalah milik orang lain. Harus berlawanan dengan hukum artinya, 
suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau 
tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum59. 
Dari fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan 
diatas diperoleh alat bukti secara sah sebagai berikut: bahwa pada 
awalnya niat terdakwa bersama dengan Nurdin (DPO) untuk pergi 
bermain di warnet namun ketika melintasi jalan poros BTP terdakwa 
melihat korban berjalan seorang diri dengan membawa tas yang 
digantung dipundaknya, seketika niat terdakwa untuk mengambil dan 
memiliki barang korban yakni 1 (satu) buah tas yang berisi 1 (satu) 
buah dompet warna hitam merk GIG berisi KTP, kartu ATM BCA dan 
ATM Bank Mandiri, kartu lisensi Prudential, slip jamsostek dan uang 
tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit 
handphone blackberry warna putih, 1 (satu) buah handphone merk 
Sony Ericson warna pink, 1 (satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah 
kunci laci untuk dimiliki terdakwa dan keinginannya telah timbul tanpa 
ada paksaan orang lain sedangkan terdakwa telah mengetahui akibat 
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dari perbuatannya tersebut. Dengan demikian berdasarkan penjelasan 
diatas maka unsur ini telah terpenuhi. 
Ad.e. Unsur yang Didahului, Disertai dan Diikuti dengan 
Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang dengan 
Maksud Mempersiapkan atau Mempermudah Pencurian, atau 
Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan 
Diri Sendiri atau Peserta Lainnya, atau Untuk Tetap Menguasai 
Barang yang Dicuri. 
Dengan berdasarkan keterangan para saksi dan fakta-fakta yang 
terungkap didepan persidangan bahwa ketika saksi korban Sita 
Mahayasa berjalan seorang diri tiba-tiba terdakwa berboncengan 
dengan Nurdin (DPO) dari arah belakang, dimana terdakwa kemudian 
menarik tas dari saksi korban Sita Mahayasa dan saksi korban sempat 
berteriak jambret , tetapi para terdakwa berhasil membawa kabur tas 
milik saksi korban. 
Ad.f. Unsur Dilakukan Pada Malam Hari Dalam Sebuah Rumah 
atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, Dijalan Umum 
atau Dalam Kereta Api atau Trem yang Sedang Berjalan. 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan didukung oleh keterangan 
saksi dan pengakuan terdakwa melakukan aksinta dijalan umum 
dimana ketika saksi korban berjalan kaki seorang diri dijalan Poros 




Ad.g. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Secara 
Bersama-sama. 
Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan bersama-sama, antara lain 
sebagai berikut: 
Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya 
keinsafan bekerja sama antara lain orang-orang yang bekerja 
bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbale-
balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam 
sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu 
telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara 
mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah 
cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama. 
Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, 
timbal-balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar 
perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama. 
 
Mereka yang melakukan perbuatan dimaksudkan oleh undang-
undang adalah pelaku peserta, juga termasuk pelaku tunggal. Tetapi 
pelaku tunggal, ketentuan ini tidak mempunyai arti, sebab dengan 
sendirinya ia dapat dihukum. Untuk pelaku peserta tidak begitu mudah 
sebab undang-undang tidak memberikan perbedaan dalam ancaman 
hukuman menurut intensitas dari pada kegiatan bantuannya. Semua 
pelaku peserta diancam dengan hukuman yang sama dengan pelaku 
tunggal. Mereka yang melakukan bersama-sama perbuatan yang 
dapat dihukum adalah pelaku, tetapi mereka adalah satu sama lain 
saling menjadi pelaku peserta. Dengan demikian pelaku peserta harus 
ditafsirakan lain dari pada pelaku.60 
                                                          
60 H.A.K.Moch. Anwar, Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku Pertama KUHP, 




Berdasarkan penjelasan diatas, jelas bahwa orang yang bersama-
sama melakukan suatu tindak pidana bertanggungjawab sepenuhnya 
atas segala akibat yang timbul dalam ruang lingkup kerja sama 
tersebut. Apabila akibat terjadi di luar lingkup kerja sama, masing-
masing bertanggungjawab sendiri-sendiri atas perbuatannya61. 
Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi didepan 
persidangan dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa mengambil 1 
(satu) buah tas berisi 1 (satu) buah dompet warna hitam merk GIG 
berisi KTP, kartu ATM BCA dan ATM Bank Mandiri, kartu lisensi 
Prudential, slip jamsostek dan uang tunai senilai Rp. 75.000,- (tujuh 
puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone blackberry warna 
putih, 1 (satu) buah handphone merk Sony Ericson warna pink, 1 
(satu) buah kunci mobil dan 1 (satu) buah kunci laci milik saksi korban 
yang dilakukan bersama Nurdin (DPO). Dimana terdakwa bertugas 
untuk membonceng sedangkan Nurdin (DPO) Bertugas untuk 
mengambil tas dari korban yang digantung d pundak kanannya. 
Dengan demikian unsur yang terakhir ini terpenuhi berdasarkan fakta 
di atas. 
B. Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim Dalam Penjatuhan 
Hukuman Dalam Putusan Nomor 946/Pid.B/2016/PN.Mks. 
Berdasarkan posisi kasus yag telah di uraikan penulis sebelumnya, 
dapat dilihat terdakwa berteman telah melakukan tindak pidana 
                                                          




pecurian dengan kekerasan sebagaimana telah diatur pada Pasal 365 
ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. Pertimbangan hakim dalam 
pemberian pidana, berkaitan erat dengan masalah menjatuhkan sanksi 
pidana yang diancamkan terhadap tindak pidana dengan pidana yang 
dilakukan.  
Dari posisi kasus tersebut dapat dilihat bahwa saat melakukan 
tindak pidana, terdakwa berteman melakukannya pada saat malam 
hari di jalan umum dengan menggunakan sepeda motor dan langsung 
merebut tas dari tangan korban secara paksa yag dimana korban 
sedang berjalan kaki sendirian dan terdakwa melakukan tindak pidana 
secara bersama-sama atau 2 (dua) orang atau lebih. Maka akibat dari 
perbuatan terdakwa berteman korban mengalami kerugian. 
Sebelum menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan 
mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam persidangan tersebut 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang merumuskan 
sebagai berikut: “ hakim tidak boleh menjatuhkan kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dasar 
pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar 





b. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam 
Pasal 183 KUHAP yang merumuskan ada 5 (lima) alat bukti yang 
sah menurut Undang-undang yaitu : 
1) Keterangan saksi; 
2) Keterangan ahli; 
3) Surat; 
4) Petunjuk; 
5) Keterangan terdakwa. 
b. Adanya hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 
Menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menjatuhkan 
pidana terhadap seseorang diperlukan sekurang-kurangnya dua 
alat bukti yang sah, menurut ketentuan Pasal 1 butir 26 KUHAP 
dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan saksi adalah orang 
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, 
penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia 
dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara nomor. 
946/Pid.B/2016/PN.Mks, saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa 
penuntut umum guna memberika keterangannya di siding 
pengadilan, saksi-saksi yang dimaksud adalah : 
a. Saksi korban Sita Mayahasa 




Dengan semua keterangan saksi tersebut terdakwa telah 
membenarkannya. Serta dalam ketentuan pasal 184 ayat (1) 
KUHAP dalam perkara ini barang bukti yang dimaksud yaitu 
berupa: 
a. 1 (satu) lembar baju kaos  
b. 1 (satu) buah kotak handphone blackberry warna hitam. 
Menurut pasal 189 ayat (1) KUHAP dirumuskan tentang 
pengertian terdakwa yaitu “keterangan terdakwa ialah apa yang 
terdakwa nyatakan dalam siding pengadilan tentang perbuatan 
yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. 
Berdasarkan hasil penelitian pada putusan perkara nomor. 
946/Pid.B/2016/PN.Mks, dapat dikemukakan bahwa keterangan 
terdakwa itu sama dengan pengakuan terdakwa. Pengakuan yang 
dimaskud ialah ucapan dan perbuatan yang dilakukan oleh 
terdakwa yang dalam perkara ini adalah Mustafa Alwi Laloang bin 
Abdul Salim alias Alwi. 
Berdasarkan uraian diatas dapat dikemukakan bahwa dalam hal 
pemeriksaaan alat bukti, maka pertimbangan hukum hakim telah 
sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan 
demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang telah terbukti 
kebenarannya secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi 
tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu 




Putusan hakim pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari 
pembicaraan tentang keadilan, kemanusiaan, dan kepastian 
hukum. Keadilan pada hakikatnya member perlindungan atas hak 
dari saat yang sama mengarahkan kepada kewajiban sehingga 
terjadi keseimbangan antara hak dan kewajiban di dalam 
masyarakat. Apabila ketiga unsur tersebut diterapkan sepenuhnya 
dalam suatu putusan hakim maka dengan sendirinya putusan 
hakim yang dibuat tidak akan melanggar dan menyalahi kepentinga 
siapapun. 
Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili 
perkara pidana dengan terdakwa Mustafa Alwi Laloang Bin Abdul 
Salim alias Alwi yang jaksa penuntut umum telah menghadirkan di 
persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap dan 
dibenarkan pula oleh terdakwa dan juga saksi dengan dakwaan 
melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana. 
Sebelum majelis hakim menentukan lamanya pidana yang akan 
dijatuhkan kepada terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu 
mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan 
pidana sebagai berikut: 
Hal-hal yang memberatkan 
a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat 




Hal-hal yang meringankan 
a. Terdakwa mengakui dan menyesali segala perbuatannya 
b. Terdakwa telah mengganti kerugian pihak korban sebesar 
Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) 
c. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. 
Dari hasil wawancar penulis dengan hakim yang memimpin 
jalannya sidang nomor. 946/Pid.B/2016/PN.Mks dalam kasus 
Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Mustafa Alwi 
Laloang bin Abdul Salim alias Alwi, mengungkap bahwa pelaku 
semestinya dijatuhi pidana umum dalam hal ini tindak pidana 
pencurian dengan kekerasan yang dimana telah terpenuhi dan 
terbukti memenuhi unsur-unsur Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2. 
Berkaitan dengan pertimbangan hukum majelis hakim dalam 
menjatuhkan pidana untuk kasus pencurian dengan kekerasan 
ini, maka penulis melakukan wawancara dengan hakim ketua 
yang memimpin persidangan terdakwa yaitu hakim Bonar 
Harianja, SH.,MH. Pada tanggal 03 januari 2017. 
1. Bagaimana putusan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi 
pidana terhadap terdakwa? 
Didalam menjawab pertanyaan ini Hakim Bonar mengatakan 
bahwa didalam penjatuhkan sanksi pidana diawali dulu dengan 




terjadi tindak pidana apa tidak, apakah perbuatannya terbukti 
sebagai mana didakwakan oleh jaksa penuntut umum, penuntut 
umum didalam dakwaannya mendakwakan pasal 365 , dimana 
pada pasal 365 yang mengatur tentang tindak pidana  
pencurian dengan kekerasan memiliki syarat yaitu yang pertama 
yang paling menonjol deliknya adalah bahwa perbuatan itu 
dilakukan dengan upaya paksa atau dengan kekerasan, upaya 
paksa disini dimaksudkan bahwa korban itu tidak berdaya atas 
perbuatan pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum. 
Jadi kalau unsur-unsur tersebut sudah terbukti maka ini tidak 
bisa lari lagi dari Pasal 365, yang dimaksudkan disini ialah 
bahwa dia harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka 
dia harus dijatuhi pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan 
atau Pasal 365 tersebut, dalam Pasal 365 disebutkan hukuman 
penjara selama-lamanya 9 tahun itu artinya paling banyak atau 
paling lama 9 tahun, jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana 
diatas dari ketentuan Pasal 365 tersebut dan itulah standar 
untuk menjatuhkan pidana dalam kasus ini.  
2. Apakah dalam kasus ini pertimbangan Jaksa Penuntut Umum 
yang tertuang didalam surat tuntutan juga dapat dijadikan 





Hakim Bonar mengatakan bahwa pertimbangan Jaksa 
Penuntut Umum yang tertuang didalam surat tuntutan itu bagian 
daripada pertimbangan hakim , apa yang dituangkan oleh 
penuntut umum dalam tuntutannya tetap harus 
dipertimbangkan, Pertimbangan yang dimaksud oleh Hakim 
Bonar ialah yang dipertimbangkan dari tuntutan itu apakah 
tuntutan itu sesuai dengan fakta-fakta yang ada dipersidangan, 
apakah terbukti apa tidak tetap baik jaksa penuntut umum 
maupun hakim harus tetap berdasarkan dakwaan tersebut. 
Tidak berarti bahwa penuntut umum menyatakan perbuatan 
terbukti tidak berarti hakim juga harus ikut menyatakan seperti 
itu juga,artinya bahwa majelis hakim tetap berdasarkan apa 
fakta-fakta yang muncul atau yang ada dalam persidangan dan 
apapun yang dikemukakan didalam persidangan tetap menjadi 
bagian dari pertimbangan hakim didalam menjatuhkan putusan 













Bertolak pada bab pembahasan dan hasil penelitian yang telah 
dikemukakan, maka penulis menarik beberapa kesimpulan bahwa : 
1. Penerapan hukum pidana materil terhadap kasus pencurian 
dengan kekerasan, penerapan ketentuan pidana pada perkara ini 
yakni Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHPidana telah sesuai 
dan memenuhi unsur-unsurnya dan berdasarkan pada proses 
pemeriksaan alat bukti sah yang membuktikan kebenaran fakta 
peristiwa dan fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan. 
Dan mengenai pertanggungjawaban pidananya, terdakwa dianggap 
sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat gangguan mental dan 
sudah dewasa sehingga dianggap mampu 
mempertanggungjawabkan perbuatannya serta berdasarkan fakta 
hukum tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf 
dan pembenar sebagai alasan penghapus. 
2. Penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan harus 
mempertimbangkan mengenai alat-alat bukti yang digunakan dalam 
persidangan tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 
KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: “ hakim tidak boleh 
menjatuhkan kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-




bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 
terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pertimbangan hukum 
hakim telah sesuai dengan ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHAP, 
dengan demikian dapat mengungkap fakta-fakta hukum yang telah 
terbukti kebenarannya secara sah dan meyakinkan bahwa telah 
terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan, oleh karena itu 
sewajarnya apabila terdakwa dijatuhi pidana. Sebelum majelis 
hakim menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada 
terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan 
keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana. 
B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas Penulis memberikan saran agar 
dapat dijadikan bahan masukan dalam kasus seperti ini 
1. Untuk menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan 
di kota Makassar diharapkan kepada aparat kepolisian 
menempatkan personilnya disegala sudut kota dan tempat-tempat 
yang rawan terjadinya suatu tindak pidana di kota Makassar dan 
juga diharapkan kepada aparat kepolisian sering melakukan patroli 
malam di jalan besar maupun lorong-lorong, agar meminimalisir 
terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang lagi 
marak terjadi di kota Makassar. 
2. Diharapkan kepada para penegak hukum agar menjatuhkan 




dengan perbuatan yang mereka lakukan agar para pelaku jera dan 
tidak akan mengulangi tindakannya lagi yang dapat merugikan dan 
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